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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Smart 

Governance pada Kelurahan Salembaran Jaya di Kabupaten Tangerang 

dan tantangan apa saja dari adanya penerapan smart governance pada 

Kelurahan Salembaran Jaya. Penelitian ini menggunakan teori 

Giffinger (2007) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. 

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan identifikasi masalah, belum optimalnya pelayanan 

publik digital dan partisipasi masyarakat melalui website kelurahan. 

Website masih minim fitur layanan khusus, ketiadaan saluran aspirasi, 

dan kurangnya transparansi anggaran. Hal ini diperparah oleh 

rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan pelayanan 

masih banyak dilakukan secara manual. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Kelurahan Salembaran Jaya telah meningkatkan partisipasi 

publik melalui platform digital, tetapi masih perlu ditingkatkan 

dengan menyediakan ruang diskusi pengambilan keputusan yang 

lebih mendalam. Selain itu, pelayanan publik secara online perlu 

ditingkatkan dalam pelayanan adminitrasi online melalui website, serta 

dari sisi transparansi tata kelola sudah cukup dalam membagikan 

informasi tentang Kelurahan Salembaran Jaya, namun perlu 

dioptimalkan dengan meningkatkan transparansi informasi anggaran. 

 

Abstract 
This study aims to determine the implementation of Smart Governance in 

Salembaran Jaya Village in Tangerang Regency and what challenges there are 

from the implementation of smart governance in Salembaran Jaya Village, 

this study uses Giffinger's theory (2007) and uses qualitative research 

methods. Data collection was carried out through interviews and 
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observations. Data analysis used a qualitative descriptive approach. Based on 

the identification of the problem of suboptimal digital public services and 

public participation through the village website. The website still lacks special 

service features, the absence of aspiration channels, and the lack of budget 

transparency. This is exacerbated by the low digital literacy of the community 

which causes services to still be carried out manually. The results of this study 

indicate that Salembaran Jaya Village has increased public participation 

through digital platforms, but still needs to be improved by providing a more 

in-depth decision-making discussion space. In addition, online public services 

need to be improved in online administrative services through the website, 

and in terms of transparency of governance it is sufficient in sharing 

information about Salembaran Jaya Village, but it needs to be optimized by 

increasing the transparency of budget information 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan eknologi 

Informasi dan Komunikasi sudah merupakan hal yang niscaya di Indonesia. Problem pelayanan 

pemerintah yang mempengaruhi masyarakat berdampak hal penting yang perlu diperhatikan. 

Pada masa pandemi Covid-19 secara global menuntut semua lembaga pemerintahan pusat dan 

daerah untuk mampu menerapkan kebijakan pelayanan publik melalui penggunaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Sarofah, 2022). 

Untuk meningkatkan layanan publik yang efisiensi, efektif dan transparansi, tata kelola 

cerdas (smart Governance) menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam 

operasi sehari-hari. Tata kelola pemerintahan yang cerdas, juga dikenal sebagai tata kelola cerdas, 

merupakan komponen penting dari pengembangan kota cerdas. Tata kelola cerdas membutuhkan 

integrasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang melek teknologi informasi dan kominikasi (TIK). Tantangan 

yang masih dihadapi termasuk kesiapan pemerintah setempat, infrastruktur yang belum 

memadai, dan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. 

Kelurahan Salembaran Jaya di Kabupaten Tangerang merupakan salah satu 

Desa/Kelurahan yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun  2004 tentang 

Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (lembaran daerah tahun 2004 nomor 

19) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun  2005 tentang Pembentukan 77 

Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dengan dasar tersebut diatas bahwa 

Desa Salembaran Jaya termasuk ke dalam 77 Desa yang statusnya menjadi Kelurahan, tepatnya 

pada tanggal 19 september 2005 yang dicanangkan oleh Bapak Bupati H. Ismet 

Iskandar.  Salembaran Jaya adalah Kelurahan yang berada di Kecamatan Kosambi Kabupaten 

Tangerang, Provinsi Banten Indonesia, dengan luas wilayah 686,30 Ha dan mempunyai 60 RT dan 

14 RW dengan jumlah penduduk 17.375 orang yang terbagi jenis kelamin laki-laki berjumlah 7.687 

orang dan jumlah perempuan 9.687 orang. (www.salembaranjaya.tangerangkab.go.id) 

http://www.salembaranjaya.tangerangkab.go.id/
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Kelurahan Salembaran Jaya merupakan kelurahan yang menerapkan smart governance 

yang ditunjukan dari penggunaan website OPD yaitu www.salembaranjaya.tangerangkab.go.id. 

Kelurahan Salembaran Jaya memiliki website untuk menyediakan informasi dan pelayanan prima 

kepada masyarakat Kelurahan Salembaran Jaya. Di dalam website tersebut terdapat profil, berita 

Kelurahan Salembaran Jaya, galeri, inovasi, media sosial, dan terdapat Informasi Pelayanan. 

Namun, terdapat masalah yang menghambat penerapan smart governance di Kelurahan 

Salembaran Jaya. Dari  hasil wawancara masih banyaknya masyarakat yang tidak memanfaatkan 

layanan publik/informasi secara online dikarenakan masyarakat Kelurahan Salembaran Jaya 

belum memiliki kemampuan untuk menggunakan internet secara optimal Hal ini menunjukkan 

bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

menggunakan teknologi digital. Dari observasi yang di lihat masih banyak juga pelayanan publik 

secara manual Hal ini dapat menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat dan tidak efisien, 

serta dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Terkait dengan 

keterbukaan informasi yang ada di Kelurahan Salembaran Jaya sudah baik, dengan kegiatan 

kelurahan yang di unggah melalui website dan sosial media akan tetapi masih adanya terkait 

informasi di website yang belum transparan mengenai informasi anggaran Kelurahan dan tidak 

dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat menjadi salah satu contoh masalah yang perlu 

diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan kelurahan. 

Penelitian ini terinspirasi pada penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Kencono 

(2021) yaitu penerapan Smart Governance. Pada penelitian ini terdapat konsep serupa terkait 

masalah yang diangkat oleh Maharani dan Kencono (2021). Pertama, dalam penelitian ini ingin 

mengetahui penerapan smart governance yang ada di Kelurahan Dlingo Kabupaten Bantul. Kedua, 

peneliti mengunakan metode deskriptif kualitatitf dengan data berasal dari wawancara dan 

dokumentasi. 

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dilihat bahwa penerapan smart governance pada 

Kelurahan Salembaran Jaya sudah baik dalam membagikan informasi publik, akan tetapi masih 

terdapat masalah dalam pengggunaan website kelurahan untuk pelayanan publik adalah : (1) 

Tidak adanya pelayanan publik secara khusus yang terkait di website Kelurahan Salembaran Jaya. 

Pelayanan hanya berupa alur atau tata cara pelayanan, sedangkan pelayanan dilakukan melalui 

Whatsapp yang terdapat di menu media social website, (2) Tidak tersedianya saluran bagi 

masyarakat untuk memberikan pendapat, kritik, dan saran dalam kaitannya dengan pengambilan 

keputusan. Tidak ada fitur untuk keluhan dan saran bagi masyarakat, (3) Website pelayanan 

publik yang ada saat ini belum menampilkan informasi terkait anggaran Kelurahan, (4) Masih 

banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan layanan publik/informasi secara online karena 

kurangnya kemampuan menggunakan internet secara optimal dan Masih banyak masyarakat 

melakukan pelayanan publik secara manual. Hal tersebut membuat penerapan Smart governance 

pada Kelurahan Salembaran Jaya belum berjalan maksimal.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi pada lokasi 

penelitian, karena sebelumnya belum ada yang meneliti di Kelurahan Salembaran Jaya terkait 

Penerapan Smart Governance. Dengan begitu peneliti menggunakan teori Smart Governance 

menurut Giffinger (2007) dalam artikel (Siti Wahyuni et al., 2023) dengan indikator; 1) Partisipasi 

publik dalam pengambilan keputusan; 2) Pelayanan publik dan sosial; dan 3) Transparansi tata 

kelola. 

http://www.salembaranjaya.tangerangkab.go.id/
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Smart Governance adalah sebagai salah satu tujuan layanan publik kota pintar, khususnya 

meningkatkan inovasi berkelanjutan, kepemimpinan komunitas, mobilitas, dan efisiensi 

(Pramuningrum et al., 2017). 

Smart governance bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan 

efektivitas tata kelola pemerintahan di perkotaan melalui pemanfaatan TIK. Hal ini dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti: (1) penyediaan layanan publik secara online, (2) 

melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, (3) meningkatkan transparansi informasi. 

Indikator terkait Smart Governance menurut Giffinger (2007) adalah: 

1) Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan 

Minat penduduk terhadap proses pengambilan keputusan, kesadaran penduduk untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan jumlah perwakilan perempuan dalam 

Dewan Perwakilan Kota. 

2) Pelayanan publik dan sosial 

Tingkat pengeluaran pemerintah kota per-penduduk untuk layanan publik dan sosial, 

proporsi anak-anak yang mendapatkan layanan penitipan anak, kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas sekolah, dan jumlah layanan publik dan sosial yang telah menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

3) Transparansi Tata Kelola 

Kepuasan publik terkait ketrerbukaan secara umum transparansi birokrasi dan upaya 

pemerintah untuk memerangi korupsi. 

Menurut Cohen (2013), Smart City adalah pendekatan yang luas dan terintegrasi untuk 

meningkatkan efisiensi operasional suatu kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan 

menumbuhkan perekonomian daerah. Cohen menekankan, Smart City harus dipahami sebagai 

upaya yang melibatkan warga dalam mengelola kota dan menggunakan teknologi untuk 

menciptakan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini melibatkan kolaborasi 

antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan akademisi dalam merancang dan 

menerapkan solusi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan kota 

cerdas. 

Menurut Giffinger (2007), dalam (Hasibuan & Sulaiman, 2019) Smart City atau kota pintar 

adalah kota cerdas dimana kota tersebut mempunyai investasi pada sumber daya manusia dan 

hubungan sosial yang menghubungkan modal intelektual, kesehatan, pembangunan ekonomi 

dan pengelolaan sumber daya alam yang efektif melalui tata kelola yang partisipatif.  

 

B. METODE 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 

karena peneliti dapat menjelaskan dan menafsirkan fenomena yang lebih kompleks dan subjektif, 

seperti pola komunikasi dan proses komersialisasi, dan juga penelitian menggunakan paradigma 

post positivisme cenderung mengakui pengetahuan tidak selalu objektif dan mutlak, namun 

dibentuk oleh konteks, nilai, dan perspektif tertentu. Pendekatan deskriptif kualitatif 

memungkinkan peneliti menjelaskan fenomena secara detail, memahami konteksnya, dan 

mengeksplorasi berbagai perspektif yang ada. Analisis data Ini mencatat hasil lapangan, 

mengdokumentasikan mereka, mengklasifikasikan data ke dalam kelompok, menyusunnya 

menjadi pola, memilih data mana yang penting dan apa yang harus dipelajari, dan menarik 

kesimpulan yang mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014). 
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Pengumpulan data di peroleh melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan 

informan Pemerintahan Kelurahan Salembaran Jaya maupun masyarakat Kelurahan Salembaran 

Jaya. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan tata kelola cerdas (smart governance) pada 

Kelurahan Salembaran Jaya di Kabupaten Tangerang ini menggunakan dimensi teori aspek smart 

governance menurut Giffinger (2007) (dalam Siti Wahyuni et al, 2023), yaitu partisipasi publik 

dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik dan sosial secara online, dan transparansi tata 

kelola mengacu pada penggunaan TIK yang dimana bisa dilihat dari website dan media sosial nya 

untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. 

Penerapan smart governance dalam pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, seperti kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pada dasarnya, smart governance 

merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi TIK untuk meningkatkan kualitas 

pemerintahan. Berikut hasil wawancara yang berdasarkan teori smart governance Giffinger (2007) 

(dalam Siti Wahyuni et al, 2023). 

 

Upaya Penerapan Smart Governance pada Kelurahan Salembaran Jaya 

1. Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan  

Kelurahan Salembaran Jaya telah mengimplementasikan platform digital yang 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Dengan 

menyediakan website dan media sosial, pemerintah kelurahan berusaha menciptakan saluran 

komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Fitur WhatsApp Web yang terintegrasi dengan 

website memungkinkan warga untuk mengirimkan aspirasi, kritik, dan saran secara langsung, 

sehingga mempermudah interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Ini menunjukkan upaya 

pemerintah untuk mendengarkan suara warga dan merespons kebutuhan mereka. Namun, 

meskipun inisiatif ini merupakan langkah positif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu 

diperhatikan. Fitur WhatsApp Web saat ini hanya dapat digunakan untuk menerima masukan 

dan pertanyaan informasi, tanpa adanya ruang untuk diskusi atau pengambilan keputusan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun warga dapat menyampaikan pendapat, mereka 

tidak memiliki platform untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih 

mendalam di website. 

2. Pelayanan Publik dan Sosial secara Online  

Kelurahan Salembaran Jaya telah mengembangkan sebuah website yang berfungsi 

sebagai pusat layanan informasi yang komprehensif bagi masyarakat. Website ini dirancang 

untuk memberikan akses mudah kepada warga mengenai berbagai aspek kelurahan, termasuk 

profil kelurahan yang mencakup sejarah, visi, dan misi, serta program-program kegiatan yang 

sedang dan akan dilaksanakan. Selain itu, website ini juga menyediakan informasi mengenai 

alur pelayanan dan prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat dalam mengakses layanan 

publik, sehingga memudahkan mereka dalam memahami proses yang ada, selain website  

terdapat juga layanan informasi yang diberikan melalui media sosial yang di dalamnya, yaitu 

Whatsapp, Instagram, dan Facebook. Dengan adanya layanan informasi yang terintegrasi dalam 

bentuk website dan media sosial, masyarakat Salembaran Jaya dapat mengakses informasi 

penting kapan saja dan di mana saja. 
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3. Transparansi Tata Kelola  

Kelurahan Salembaran Jaya memberikan informasi yang aktual dan relevan kepada 

masyarakat melalui website dan media sosial. Mereka membagikan berita mengenai profil 

Kelurahan Salembaran Jaya, kegiatan program kelurahan, alur pelayanan, dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang layanan yang tersedia, di mana mereka memberikan pembaruan informasi 

yang dilakukan secara berkala dan selalu update setiap harinya, kelurahan ini berusaha 

memastikan bahwa warga selalu mendapatkan informasi yang akurat dan terkini, sehingga 

dapat berpartisipasi aktif dalam program-program yang ada.  

 

 
Gambar 1 

Website Kelurahan Salembaran Jaya 

Sumber: Tangkapan Layar Peneliti, 2024. 

 

Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman peserta terhadap materi 

yang dibahas misalnya, peserta mungkin kesulitan memahami suatu materi jika mereka belum 

mengerti regulasi terkait. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan, 

karena masyarakat hanya dapat memahami regulasi yang disosialisasikan jika mereka 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi tersebut. Kemudian, ada ketakutan di 

kalangan masyarakat bahwa aspirasi mereka tidak akan ditampung oleh pemerintah. Banyak 

warga yang merasa bahwa masukan dan aspirasi mereka tidak akan diperhatikan atau 

diimplementasikan oleh pihak berwenang.  

Kelurahan Salembaran Jaya menghadapi tantangan signifikan dalam menyediakan 

layanan publik secara online, seperti pembuatan surat, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP). Website kelurahan saat ini belum mampu memberikan layanan tersebut 

secara langsung, yang mengakibatkan masyarakat harus tetap mengandalkan metode 

konvensional untuk memenuhi kebutuhan administrasi mereka. Terdapat juga masalah terkait 

literasi digital di kalangan masyarakat Kelurahan Salembaran Jaya. Masih banyak warga yang 

tidak memahami atau tidak memiliki kemampuan dalam menguasai internet yang menjadi 



  
 

JIPAGS Volume 9, Issue 2, Juli 

 

22 
 

 

  

 

kendala dalam mengakses layanan online yang disediakan mengakibatkan kesenjangan dalam 

akses informasi dan layanan. Hal ini berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam 

program-program yang ditawarkan secara digital. 

Website kelurahan juga belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana informasi yang 

terbuka. Informasi yang disampaikan melalui website hanya terbatas pada kegiatan kegiatan 

program kelurahan yang sudah terjalan. Untuk informasi terkait akuntabilitas penggunaan 

anggaran belum bisa di tampilkan secara terbuka di website, kecuali saat kegiatan musrembang. 

Pada musrenbang, pembahasan pembangunan dilakukan secara rinci, termasuk informasi 

mengenai pelaksana proyek, anggaran, dan jadwal penyelesaian proyek yang tertera pada 

plang pembangunan jalan 
 

Upaya Mengatasi Tantangan Penerapan Smart Governance pada Kelurahan Salembaran Jaya  

Pemerintah Kelurahan Salembaran Jaya menyadari pentingnya partisipasi masyarakat 

dalam penerapan smart governance dan berupaya mengatasi tantangan yang ada. Salah satu 

langkah yang diambil adalah melakukan sosialisasi mendetail mengenai regulasi yang berkaitan 

dengan berbagai aspek, seperti pendidikan, pemberdayaan, keamanan, dan kesehatan. Dengan 

memberikan informasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat memahami proses musyawarah 

dan berpartisipasi secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), 

sehingga aspirasi mereka dapat terakomodasi dengan baik. 

Selain itu, untuk mengatasi ketakutan masyarakat bahwa aspirasi mereka tidak akan 

diterima, pemerintah kelurahan menjelaskan berbagai pola dalam menampung aspirasi melalui 

musrenbang dan jalur pokok-pokok pikiran dewan (pokir dewan). Dengan pendekatan ini, semua 

aspirasi masyarakat akan diperhatikan, meskipun harus menggunakan skala prioritas dalam 

perencanaan pembangunan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan 

menghindari miskomunikasi, sehingga hasil dari musyawarah dapat memberikan dampak positif 

bagi masyarakat Kelurahan Salembaran Jaya. 

 

Solusi Atas Tantangan Penerapan Smart Governance pada Kelurahan Salembaran Jaya 

1. Website pelayanan publik tidak bisa dimodifikasi karena standar yang diberikan dari 

Kabupaten Tangerang hanya untuk memberikan informasi 

Agar pelayanan lebih cepat, semestinya website kelurahan dirancang juga untuk 

memberikan pelayanan langsung, bukan sekedar memberikan informasi. Untuk mengatasi 

keterbatasan dalam pengembangan website, Kelurahan Salembaran Jaya tidak bekerja sendiri. 

Dengan menjalin kerjasama dengan pihak terkait, seperti pemerintah kabupaten dan lembaga 

lain, serta dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kelurahan berupaya mencari solusi 

terbaik. Meskipun prosesnya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih, namun dengan 

semangat kolaborasi, diharapkan kelurahan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan 

memenuhi harapan masyarakat. 

2. Rendahnya literasi digital masyarakat Kelurahan Salembaran Jaya  

Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Kelurahan Salembaran Jaya, perlu 

dilakukan program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Program ini akan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu, mulai dari yang 

paling dasar seperti penggunaan smartphone hingga pemanfaatan layanan online. Materi 

pembelajaran akan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan media yang menarik, 
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seperti gambar, vidio, dan infografis. Selain itu, kegiatan edukasi juga akan melibatkan 

berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, sekolah, dan lembaga terkait. Dengan demikian, 

diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan teknologi digital 

dalam kehidupan sehari-hari, serta berperan aktif dalam pembangunan kelurahan. 

3. Transparansi anggaran  

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, Kelurahan Salembaran 

Jaya berkomitmen untuk membuka akses informasi anggaran kepada seluruh warganya. 

Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti website resmi dan media sosial, informasi 

mengenai rincian anggaran dan realisasi penggunaannya disajikan secara terbuka dan mudah 

diakses. Masyarakat dapat melihat secara langsung ke mana saja dana kelurahan dialokasikan 

dan bagaimana penggunaannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah kelurahan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam 

mengawasi penggunaan anggaran kelurahan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan 

kelurahan menjadi lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat. 

 

Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan 

Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dalam teori yang dijelaskan oleh 

Giffinger et al., (2007) yaitu menekankan pentingnya melibatkan warga secara aktif dan 

menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, ide, dan bahkan berpartisipasi 

dalam merancang solusi dalam proses pengambilan keputusan. 

Dalam hal tersebut partisipasi publik pengambilan keputusan yang dilakukan dalam 

smart governance pada Kelurahan Salembaran Jaya di Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan 

sebagai konsep Smart city melalui adanya website di Kelurahan Salembaran Jaya yaitu sudah 

terbilang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Giffinger et al., (2007) karena pemerintahan 

Kelurahan Salembaran Jaya telah melibatkan masyarakat dalam  partisipasi publik melalui 

adanya media sosial untuk berpartisipasi menyampaikan saran dan masukan namun dibagian 

pengambilan keputusan, website Kelurahan Salembaran Jaya sendiri belum bisa karna bentuk 

partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di Kelurahan Salembaran Jaya meliputi 

musyawarah langsung di kantor kelurahan yang ditandai dengan adanya keikutsertaan 

masyarakat melalui perwakilan ketua RT, RW, penggerak PKK, dan LPM. Mereka menjadi yang 

turut ikut serta dalam minat warga melalui representasi mereka dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Maka dari itu peneliti menyimpulkan partisipasi publik pengambilan keputusan dalam 

adanya penerapan smart governance untuk mewujudkan Kelurahan Salembaran Jaya di Kabupaten 

Tangerang sebagai konsep smart city melalui adanya website Kelurahan Salembaran Jaya yaitu 

sudah cukup baik karena sudah ada keterlibatan masyarakat didalamnya. 

 

Pelayanan Publik dan Sosial secara Online 

Pelayanan publik dan sosial secara online dalam teori yang dijelaskan oleh Giffinger et al., 

(2007), yaitu adanya penyediaan layanan publik dan sosial secara online mengintegrasikan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam sistem pemerintahan untuk memberikan 

kemudahan bagi warga dalam mengakses layanan publik dan sosial.  

Didalam Pelayanan publik dan sosial secara online yang ada di Kelurahan Salembaran 

Jaya menurut peneliti sudah baik karena ditandai dengan adanya pelayanan yang di berikan 
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melalui teknologi seperti website yang dibuat untuk mempermudah warga dalam melakukan 

layanan informasi. Selain website  terdapat juga layanan informasi yang diberikan melalui media 

sosial yang didalamnya, yaitu Whatsapp, Instagram, dan Facebook. Adanya layanan informasi 

tersebut warga dapat dengan mudah mengetahui dan mencari informasi mengenai pemerintahan 

kelurahan, alur pelayanan, SOP pelayanan, dan kegiatan program Kelurahan Salembaran Jaya. 

Namun peneliti menemukan bahwa website kelurahan saat ini belum mampu memberikan 

pelayanan administrasi online atau pembuatan surat domisili dan KTP online sehingga 

masyarakat masih harus tetap mengandalkan metode konvensional atau manual untuk 

memenuhi kebutuhan administrasi mereka 

Maka dari itu, Peneliti menyimpulkan pelayanan publik dan sosial online yang diberikan 

oleh pemerintah Kelurahan Salembaran Jaya kepada warga sudah cukup baik dari segi adanya 

layanan informasi publik dan sosial melalui teknologi yaitu website dan media sosial yang didalam 

nya terdapat whatsapp, instagram, dan facebook, namun masih belum optimal dalam pelayanan 

administrasi online.  

 

Transparansi Tata Kelola 

Transparansi tata kelola dalam teori yang dijelaskan oleh Giffinger et al., (2007) yaitu 

adanya keterbukaan terhadap publik serta bersih dan adil mengenai informasi dalam suatu 

pemerintahan. Dalam pemerintahan di Kelurahan Salembaran Jaya, menurut Peneliti sudah 

cukup baik karna ditandai dengan adanya informasi-informasi yang di upload di website dan 

media sosial kelurahan terkait pemerintahan Kelurahan Salembaran Jaya, berita kegiatan program 

proram kelurahan, alur pelayanan dan SOP pelayanan. Namun penelitin juga menemukan masih 

adanya beberapa hal yang belum transparan yaitu tidak adanya informasi terkait akuntabilitas 

anggaran Kelurahan Saembaran Jaya. Maka dari itu, Peneliti menyimpulkan Transparansi tata 

kelola yang diberikan oleh pemerintahan Kelurahan Salembaran Jaya sudah cukup baik namun 

belum optimal karena masih ada informasi terkait akuntabilitas anggaran yang belum transparan 

atau di sampaikan melalui website kelurahan. 

 

D. SIMPULAN 

Pemanfaatan platform digital dilihat dari aspek penerapan partisipasi publik, yaitu 

Kelurahan Salembaran Jaya telah menyediakan platform digital seperti Website dan media sosial 

untuk meningkatkan pelayanan publik dan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan. 

Transparansi Pada aspek tata kelola, Kelurahan Salembaran Jaya memberikan informasi yang 

aktual dan relevan kepada masyarakat melalui Website dan media sosial, namun masih terdapat 

sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi penerapannya, yaitu kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang proses musyawarah dan cara berpartisipasi, kekhawatiran masyarakat bahwa 

aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti, keterbatasan Website kelurahan dalam menyediakan 

layanan publik online, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya transparansi 

anggaran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan tata 

kelola cerdas (smart governance) pada Kelurahan Salembaran Jaya di Kabupaten Tangerang dinilai 

cukup baik dalam hal partisipasi publik. Hal ini sesuai dengan teori aspek smart governance 

menurut Giffinger (2007) (dalam Siti Wahyuni et al, 2023). Namun, pelayanan publik online dan 

transparansi tata kelola masih perlu ditingkatkan sehingga perlu adanya peningkatan pada dua 
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aspek tersebut, seperti peningkatan layanan publik online di website mengembangkan website yang 

lebih user friendly  dan mudah di akses masyarakat, menambahkan fitur fitur yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengakses layanan online agar lebih mudah dan transparansi informasi 

anggaran yang ada di website kelurahan Salembaran Jaya mengunggah informasi anggaran yang 

lebih rinci terkini dan meningkatkan akuntabilitas transparansi dalam pengelolaan anggaran. 
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